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WALI KOTA BOGOR 

PROVINSI JAWA BARAT 
PERATURAN WALI KOTA BOGOR 

NOMOR 25 TAHUN 20242022 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR                                   

NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT 
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR                         

TAHUN 2024 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALI KOTA BOGOR, 

 
Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) 

Kota Bogor Tahun 2024 telah ditetapkan melalui 
Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2023 tentang 
Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024; 
b. bahwa dengan adanya dinamika yang terjadi sampai 

dengan triwulan kedua Tahun 2024, maka perlu 
dilakukan reformulasi kebijakan dan rencana 

pembangunan daerah pada tahun 2024; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota Bogor   
tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor 

Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja 
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah 
Kota Bogor Tahun 2024; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950   

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar 
dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa 

Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa 
Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia   

Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954   
tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 

Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) 
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-

kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999   
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan 
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2002 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4250); 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022   

tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004   

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421);  

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007   
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4700);  
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007   

tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi  Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856);  

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014   
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi  Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856);  
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008  
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042). 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018   

tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6178);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021  

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6633); 

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017   
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);  
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022   

tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180); 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86   

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017   

Nomor 1312);  
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70   

Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan  
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia   
Tahun 2019  Nomor 1114); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90   
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia   

Tahun 2019  Nomor 1447); 
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16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 
Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan 
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 

dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri   
Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil 
verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat   
Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat   
Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Barat Nomor 236);  
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 

Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat   
Nomor 262); 

19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25   
Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;  
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor 
Tahun 2008 Nomor 1 Seri E), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor   
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor 

Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);  
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
(RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);  
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22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8   
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah   

Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8  

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah   
Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6); 

23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 
tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 
Nomor 5 Seri E); 

24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021   
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor 

Tahun 2021 Nomor 3), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 

Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021   

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor 
Tahun 2023 Nomor 10); 

25. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119   
Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 

2022 Nomor 119), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 65 Tahun 2023 
tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor 

Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas   dan Fungsi serta Tata 

Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor 
Tahun 2023 Nomor 65); 

26. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2023 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota 
Bogor Tahun 2024 Daerah (Berita Daerah Kota Bogor 

Tahun 2023 Nomor 28), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 21 Tahun 

2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota 
Bogor Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Daerah 
(Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 21). 
  

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BOGOR TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 32  
TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT 

DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH   
KOTA BOGOR TAHUN 2024. 
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Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 32 Tahun 2023 

tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah 
Kota Bogor Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 32), 

diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan BAB IV Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

BAB IV 

SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD  
TAHUN 2024 

 
Pasal 4 

 

Sistematika penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024, meliputi: 

BAB I  Pendahuluan 

BAB II  Evaluasi  Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah   

sampai  dengan Triwulan III Tahun 2024 

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 

BAB IV  Penutup 

 
2. Ketentuan BAB VII Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

BAB VII 
PENUTUP 

 
Pasal 7 

 
Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 

Kota ini, terdiri dari Renja: 
a. Sekretariat Daerah; 

b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
c. Inspektorat Daerah; 
d. Dinas Pendidikan; 
e. Dinas Kesehatan; 
f. Dinas Sosial; 
g. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; 
h. Dinas Lingkungan Hidup; 

i. Dinas Komunikasi dan Informatika; 
j. Dinas Pemuda dan Olah Raga; 

k. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 
l. Dinas   Koperasi,  Usaha   Kecil dan Menengah, Perdagangan   dan    

Perindustrian; 

m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 
n. Dinas Arsip dan Perpustakaan; 

o. Dinas Tenaga Kerja; 
p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

q. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 
r. Dinas Perhubungan; 
s. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

t. Satuan Polisi Pamong Praja; 
u. Dinas Perumahan dan Permukiman; 
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v. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; 
w. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 
x. Badan Pendapatan Daerah; 

y. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; 
z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 

aa. Badan Keuangan dan Aset Daerah; 
bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 

cc. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 
dd. Kecamatan Bogor Tengah; 
ee. Kecamatan Bogor Selatan; 

ff. Kecamatan Bogor Barat; 
gg. Kecamatan Bogor Utara; 

hh. Kecamatan Bogor Timur; 
ii. Kecamatan Tanah Sareal; dan 

jj. Rumah Sakit Umum Daerah. 
 

3. Lampiran Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 32 Tahun 2023                    

tentang Rencana Kerja Perangkat di Lingkungan Pemerintah Daerah 
Kota Bogor Tahun 2024 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Wali Kota ini. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor. 

 
 

Ditetapkan di Bogor 

pada tanggal 15 Agustus 2024 
 

Pj. WALI KOTA BOGOR, 
 

    TTD. 
 
     HERY ANTASARI 

 
Diundangkan di Bogor 

pada tanggal 15 Agustus 2024 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, 
 

    TTD. 

 
  SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI 

 
BERITA DAERAH KOTA BOGOR  

TAHUN  2024   NOMOR   25 
 
 

 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
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